
Menimbang

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2Z TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

a. bahwa pereneaflaall pembangunan daerah
merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan
pembangunan be{alan efektif, efisien dan
bersasaran, sehingga tercapai tujuan
pembangunan Daerah yang berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran pembangunan Kabupaten
Purworejo, diperlukan perencanaan secara
holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. bahwa untuk memberikan pedoman
perencanaan pelaksanaan pembangunan
Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan perlimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja perangkat
Daerah Tahun 2O26;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

q.

Mengingat

BUPATI PURWORF^IO
PROVINSI JAWA TENGAH



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daeral, adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan

perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Ke4'a Pemerintah Daerah Tahun 2O26 yang selanjutnya
disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk periode I (satu) tahun anggaran yang
dimulai pada I Januari 2026 d,ar,, berakhir pada 31 Desember 2026.

6. Rencana Keq'a Perangkat Daerah rahun 2026 yangseranjutnya disebut
Renja PD Tahun 2026 adarah dokumen perencanaan perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari
2026 dan berakhir pada 3l Desember 2026.
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Pasal 2

(1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagatmana dimaksud dalam Pasal 1

memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2O26 disusun berpedoman kepada
rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan
RKPD Tahun 2O26.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : hasil evaluasi rencana ke{a perangkat daerah tahun

lalu;
c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
d. bab IV : r€ncana kerja dan pendanaan p€rangkat daerah; dan
e. bab V : penutup.

(2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagatmana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam L"ampiran yang merupakan bagian tidat< terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo

pengundangan
Berita Daerah

pada tanggal orfuofir b29

uo TI PU REJodF

TUTI
Diundangkan di purworejo
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6P SEKRETARI DA PATEN PURWOR&.IOJ

t R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
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BAB I
PENDAHULUAN

l.1. Latar Belakang
Undang-Unda-ng Nomor 25 tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perenc€rna€rn jangka menengah maupun perencana€rn
tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panj.og (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencana€rn Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dal
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo tahun 2O26 yang
berfungsi sebagai dokumen perenc€rna:rn tahunan, penyusunannya
dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang
diselenggarakan secara berjenj ang dari tingkat Desa/Kelurahan
sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan
Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
disusun berdasarkan :

1 . pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu

2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif
3. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan

wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai
dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau
urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada
gambar sebagai berikut :

PTNYUSi.,.\l^N FAIICArJG N FINJ  SXPT]

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan ReaJa PD Kabupaten/Kota

PrNr:APAN BarlJ\ SXPO

P€NYUSUXAX NXPo
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Tabel l.l Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas PMPTSP
Kab, hrtwo o Tahun 2O26

WAXTU PELAKSANAANNO TAIIAPAN

Minggu ke-2 November 20241 Persiapan Penyusunan
Minggu ke- 1 Desember 20242 Pen)rusunan Rancangan Awal Renja

Perangkat Daerah Tahun 2O26

Minggu ke-2 Februari 2025Forum Perangkat Daerah3

Minggu ke- 1 Maret 2Q254 Penyampaian Rancangan Awal Renja
Perangkat Daerah Tahun 2O26

Maret 20255 Verifrkasi Rancangan AwaI Renja Perangkat
Daerah Tahun 2O26

2
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Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan
adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
- Penyusun€ul ranc€rngzrn keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- Orientasi mengenai Renja
- Penl'usunan Agenda Keda Tim Penyusun Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan
- Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- Telaah terhadap rancangan RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- Perumusan kegiatan prioritas Rencala Kerja
- Penyajian awal dokumen ranc€rngan Renja PD
- Penyempurnaan rancangan ke{a PD
- Pembahasan forum PD
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah.

3. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
4. Verifikasi dan penyempurnaan rzrncangan renja yang mengacu

pada Rancangan Akhir RKPD
5. Penetapan Renja

Pada perencanaan tahun 2026 irri telah dirintis penggunaan
aplikasi SIPD dalam proses penJrusunan Rencana Kerja Tahun 2026.
Implementasi apUkasi SIPD merupakan wujud perencanaan dEIn
penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan
dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Adapun Agenda Kerja yang telah dilalui dalam Penyusunan
Rencana Keda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu tahun 2026 adalan. sebagai berikut:



NO TAHAPAN WAKTU PELAXSAIIAAN

Penlrusunan dan Penyampaian Rancangan
Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Juli 2025

7 Verihkasi Rancangan Akhir Renja Perangkat
Daerah Tahun 2026 Juli 2025

8 Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun
2026

Akhir Juli 2025

Renja Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan
Rencana Strategis Perangkat Daerah karena Renstra merupakan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mana
RKPD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2025 - 2029
dan mempedomani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintai Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana.rn, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembalgunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan
Daerah menjadi dasar pen5,'usunan Kebijalan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas dan Plafon Ang6laran Sementara (PPAS), serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
Tahun 2026 adalah:
1. Pasal 18 ayat (16) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambaltan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapal,
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O08 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OI7 terftang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah
dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1. 15.5-3406 Tahun
2O24 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 202 1 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi, dal Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dart
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Frovinsi Jawa Tengah Tahun 2OL3 - 2018 (kmbaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (l*mbatan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2O lO Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (tembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun
2O2l-2O41 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Nomor 13);

16. Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Talrun 202l-2026 Kabupaten Purworejo ( lembaran daerah
kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14 seri e nomor 8 );

17. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;

18. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

4
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1.3
1.3

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo (seri D nomor 44).

19. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2O2l terrtang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 202l-2026 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo
Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati h-rrworejo Nomor 134 Tahun 2O21 tentang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun 202l-2026 (seri E nomor 21);

20. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2O26 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 9)

. Makaud dan Tqiuan

.1 Maksud Pen5rueunan RenJa Peraagkat Daerah
Malsud pen5rusunEm Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kabupaten dalam rencana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Purworejo dalam Rencana strategis
Perangkat Daerah jangka pendek (l tahun).

2. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan
pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat dan
evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis
Perangkat Daerah.

3. Menetapkan dokumen perenc€rnaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi
tolok ukur penilaian kine{a Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun
2026.

4. Menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan
kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo pada tahun 2026.

L.3.2 TuJuan PenSrusunan ReaJa Perangkat Daorah
Tujuan penJ rsunan Rencana Ke{a ini adalah :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan
Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana €rnggaran
Perangkat Daerah.

3. Mempermudah dalam monitoring, evaluasi dan
pengendalian dalam pelaksanaan progrtrm / kegiatan
dinas tahun 2O26.

4. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan
dalam satu tahun secara efektif dan efisien.

5. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan
kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara
optimal.

5
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1.4. SistematlLa Peaulisan
Sistematika Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2O26
sebagai berikut :

BAB I : PENDAHTILUAN
Berisi tentang gambaran umum pen)'usunan
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penulisan,
Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan
Dokumen Rencana Kerja.

BAB II : EVALUASI IIASIL PELAIISA.IIAAI| REITCANA I{ER.IA
PERANGKAT DAERAH TAIIT'I{ LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelalsanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Peralgkat Daerah,
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, Review Terhadap RKPD dal
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAT{ PERANGTAT DATRAH
Berisi tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat
Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB W : REI|CAIIA KERJA DAN PENDANA.AN PERANGKAT
DA,ERAII
Berisi tentang Rencala Ke{a dan Pendanaan
Perangkat Daerah.

BAB V : PEIIUTUP
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting
yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah
pelaksanaan Renja dan rencana tindak lanjut.

l.
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BAB II
EVALUASI HASIL RENJA PERAIiIGKAT DATRAII TAHUN LALU

2.1 Evaluasl Pelabanaea RenJa Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capalan Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi Renja tahun lalu atas pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan
OPD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Capaian hasil
evaluasi pelaksanaan renja Dinas Penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu tahun 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut

7
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Pada Tahun 2024, prograxn dan kegiatan yang telah dilaksaaakan yaitu
sebesar 3.282.437.296 dari pagu RKPD sebesar 4.129.740.882 dengan
capaian kinerja keuangan sebesar aa,a7 Vo. Capaian kine{a sebesar
algka tersebut diatas masih kurang memuaskan / maksimal,
dikarenakan masih dibawah 90 yo, hal ini disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain :

1. Elisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah
akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah;

2. Pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Penanaman Modal harus
menunggu trasfer dana dari pusat yang tidak tepat waktu, sehingga
ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan;

3. Belanja Perjalanan Dinas untuk kegiatan Fasilitasi dan Harmonisasi
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal, sampai Akhir Desember belum
te{adwalkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi penyebab tidak tercapainya target kinerja program
kegiatan yaitu perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam
RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

t"
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2.2 Andtsls Klne{a Pelayanaa Peraagkat Daerah
Berdasar Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2077

tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perkinan
dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi, Ada 44 ( empat puluh empat ) Perizinan yang dilayani yaitu:

t

NAMA IZIN
1 IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2 IZIN PET.IYAMBUNGAN JALAN DENGAN JALAN UMUM

4 IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DENGAN LUAS SAMPAI
1000 M
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANI-AN KE NON
FORMAL
IZIN PEI\TYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH MILIK PMI

7 IZIN PENDIRIAN PRASARANA OLAHRAGA
8 IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
9 IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

IZIN PRAKTIK FISIOTERAPI
11 IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER
t2 IZIN JAGAL HEWAN
13
t4 IZIN LINGKUNGAN
15 IZIN MEMBAWA BENDA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH

PKL (IZIN RISET
LAPANGAN)

SURVEI PENELITIAN PRAKTEK KERJA

t7 LSM OZIN RISET SURVEI PENELITIAN UNTUK LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKA

18 IZIN REKLAME
19 IZIN WARUNG INTERNET DAN GAME NET
20 IZIN OPERASIONAL PANTI
2l IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARAiIG
22 IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP

IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
23 IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
24 IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
25 IZIN MENDIRIKAN KLINIK
26 IZIN OPERASIONAL KLINIK

27

2a IZIN PRAKTIK DOKTER
SPESIALIS/ GIGI SPESIALIS

UMUM/DOKTER GIGI/DOKTER

29 SIPA (IZIN PRAKTEK APOTEKER)
SIPB DAN SIKIB (IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA BIDAN)

30 SIPP DAN SIKP (IZIN PRAKTIK DN IZIN PERAWAT)
31 SIKTTK (IZIN TENAGA KERJA KEFARMASIAN)

ao SIK-ALM(IZIN PEI\TYELENGGARAAN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK)

.).) SIK-E DAN SIPE (IZIN KERJA PRAKTIK ELEKTROMEDIS)
34 SIPIGZ DAN SIKTGZ (IZIN KERJA PRAKTIK TENAGA GIZD
35 SIKTS (IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN)
36 IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

l3

llo

5

6

10

IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS

16

a/7

IZIN PEI\TYELENGGARAAN RADIOLOGI DI FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN



]vO NAJWA IZIN
SIKRO (IZIN
OPTROMETIS)

KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN

38
ISIPTKT (IZIN KERJA DAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL)

39 IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA (SIPIW}
40 IZIN KERJA DAN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS (SIKOT&SIPOT)
4l IZIN PRAKTIK PSIKOLOG (SIPPK}

42 IZIN KERJA TENAGA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIK-
KESMAS)

43 IZIN PRAKTIK TEKNISI TRANSFUSI DARAH (SIP-TTD)
44 STPT (SURAT TANDA TERDAFTAR PEI\TYEHAT TE4DIEIqN4L)

Da.lam melaksalakan pelayanan, DINPMPISP telah menggunakan
SOP (Standar Operasional Prosedur), SPP (Standar Pelayanan Perizinan),
maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal) sehingga masyarakat
pemohon izin dapat mengetahui persyaratan maupun pengumsan
per2inan dengan mudah, jelas, transparan dan tepat waktunya.

Standar Pelayanan Perizinan (SPP) ini memberikan gambaran
kepada seluruh stakeholder Kabupaten Purworejo khususnya
pemangku kegiatan dan masyarakat pada umumnya akan kepastian
dan transparansi proses pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten
Purworejo. Sebagai tindak lanjut Standar Pelayanan Perizinan (SPP),
dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan
prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk pelayanan,
sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas, kompetensi pelaksana,
pengawas€rn internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan,
jaminan pelayalan, dan evaluasi kine{a pela}sana.

Dengan adanya Standar Pelayanan ini diharapkan kinerja Dinas
Penanaman Modal dal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam
melayani semua pemohon akan semakin mudah untuk dipantau,
diawasi dan diukur oleh selumh stakeholder sehingga secara
penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi transparan dan
akuntabel. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat
pada tabel T-C. 30.

t
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2.3 Isu - lsu Pentlng Penyeleaggaraaa Tugas dan Fungsl Perangkat
Daerah
Berdasarkan kondisi lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo,maka untuk
menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis
lingkungan internal dan ekstemal (SWOT Analisis). Lingkungan internal
meliputi Kekuatan(Strengths) dan Kelemahan (Weaknessesl.
Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunitgil dan Ancaman
(Tlveatsl. Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal
sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

IGKUATAI| (SI:
a. Telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik;
b. Adanya Kegiatan Gebyar Perizinan;
c. Tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

(sr rDA);
d. Tersedianya Sistem Purworejo Investment Center (PIC);
e. Tingginya komitmen pimpinan untuk meningkatkan

pelayanan kepada Masyarakat ;

f. Kerjasama SDM di Internal DPMPISP yang cukup baik.

KELEMATTATT (Wf:
a. Kuantitas dan kualitas SDM masih kurang;
b. Koordinasi antar instansi Teknis dalam pemberian Perizinan

belum optimal;
c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

tentang Mekanisme dan tata cara pemberian perizinan di
DPMPI SP Kab. Purworejo.

2. Lingkungan Eksternal
PELUANG (Of:
a. Tersedianya potensi investasi di Kabupaten hrrworejo;
b. Telo:ologi informasi berkembang pesat;
c. Operasionalisasi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat
diharapkan oleh masyarakat;

d. Dukungan dari DPRD Kab. Purworejo dan Pemerintah Pusat
dalam mewujudkan pelayanan prima.

ANCAMAIT (TI:
a. Adanya persaingan pelayanan investasi dengan daerah lain;
b. Adanya pungutan liar yang diakibatkan karena masyarakat

tidak mengurus sendiri perizinan di DPMPISP
(menggunakan jasa pihak ketiga);

c. Peraturan tingkat pusat sering berganti dan tidak konsisten.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, isu-isu strategis yang akan
menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan penanaman
modal adalah sebagai berikut :

l. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah di bidang
investasi;

t
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2. Belum optimalnya sinergitas OPD terkait dalam mendukung
pengembangan iklim investasi.

2.4 Revlew terhadap RKPD
Bahwa dalam proses penyusunErn r€rncang€rn awal RKPD, hasil

identifikasi permasalahan menjadi konsep rLrmusan program dan
kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dengan menganalisa
kebutuhan Perangkat Daerah kemudial dipilah antara program dan
kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin. Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun rancangan
awal RKPD sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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2.5. Penelaahan Ueulan Program daa Kegtaten Masyarakat
Dalam forum Perangkat daerah yang dilaksanakan pada bulan
februari untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat
tidak ada. Sehingga pada tahun anggaran 2O26 usulan program
dan kegiatan masyarakat di Dinas PMPTSP tidak dianggarkarr
sesuai tabel 2.4

Tabel 2.4 Ugulaa Program dan Kegiataa d4ri Para Pemangku
Kepentirgen Tahun 2O26

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

L

No Program / Kegiatan Lokasi lndikator Kinerja
Besaran /
Volume

Catatan

1 2 3 4
q

6
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3.1

BAB III
TUJUAN DAN SASARAIT PERAITGXAT DAERAII

Telaah terhadap Keb{akan Nasloral
Ada beberapa Kebijakan Nasional yang menjadi perhatian dari

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
menjalankan Ttrgas dan Fungsinya seperti:
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik adalah undang - undang yang mengatur tentang prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas
fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang
dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efelrtif dapat
memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia,
mempromosikan kemakmuran ekonomi, mengurangi
kemiskinan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam,
memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan
administrasi publik;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2O09 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelayanan Perizinan
Terpadu di Daerah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2Ol7
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah.
Arah kebijakan nasional bidang Penanaman Modal adalah :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Prioritas Penanaman Modal selrtor pangan, infrastruktur, energi

dan Green Investment;
4. Membangun kemitraan Penanaman Modal Usaha Besar dengan

K.UMKM.

L
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3.2.

Dengan Strategi kebijakan Penanaman Modalnya yaitu :

l. Pelayanan Profesional, cepat, transparan, pasti dan ramah;
2. Pemberial kemudahan dan insentif Penanaman Modal Daerah;
3. Pengu.atan Task Force untuk pembinaan dan pengembangan

Penanaman Modal;
4. Pengembangan kawasan i-ndustri dengan pendekatan

regionalisasi pengembangan wilayah;
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Teleah Terha&p RPJUN daa RXP
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Tahun 2026
dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan
nasional, khususnya yang tertuang dalam dokumen Rencala
Pembangunan Jangka Menengalr Nasiona-l (RPJMN) 2O2O-2O24
serta memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2026 sebagai arah pembangunan pasca RPJMN.

Dalam RPJMN 2O2O-2O24, salah satu agenda prioritas
pembangunan nasional adalah peningkatan investasi untuk
mendorong transformasi ekonomi. Pemerintah pusat menekankan
pentingnya penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui
penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan peningkatan
pelayanan perizinan secara elektronik. Selain itu, penguatan
kelembagaan DPMPISP di daerah juga menjadi salah satu strategi
kunci dalam mendukung kemudahan berusaha dan meningkatkan
daya saing daerah.

Selaras dengan hal tersebut, Rancangan RKP Tahun 2026 yang
disusun dalam konteks awal pelaksalaan RPJPN 2025-2045,
mengusung tema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang
Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam rzrnczrngzrn tersebut, investasi
tetap menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan ekonomi
nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan investasi swasta,
baik domestik maupun asing, melalui percepatan kemudahaa
berusaha, penguatan pelayanan terpadu satu pintu, serta
pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan.

Bagi Kabupaten Purworejo, kebijakan ini menjadi pijakan
strategis untuk mengarahkan program dan kegiatan DPMPISP
dalam mendorong pertumbuhan investasi lokal. Terlebih,
Kabupaten Purworejo memiliki potensi strategis yang terus
dikembangkan, termasuk sektor industri kecil dan menengah,
pariwisata, dan pertanial. Maka dari itu, peran DPMPTSP menj adi
sangat penting sebagai fasilitator utama dalam memberikan
pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan efisien, sekaligus
menjadi ujung tombak dalam promosi dan fasilitasi penanaman
modal.

Dengan demikian, penJrusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 diharapkan dapat merespons secara
konkret arah kebijakan nasional tersebut, dengan menyusun
program dan kegiatan yang tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga strategis dalam mendorong iklim investasi daerah yang
inklusii kompetitif, dan berkelanjutan.

L
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3.4.

Tabel 3.1 TuJuan dan Sasaraa Dlnas Penanaman Modal dan
Pelayanaa Terpadu satu Plntu

Program dan Kegiatan
Penentuan Program dan Kegiatan ditetapkan dengan

pertimbangan antara lain:
1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
4. Isu strategis perangkat daerah

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, DPMPTSP Kabupaten
Purworejo telah merumuskan sejumlah program dan kegiatan
prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Perumusan
program dan kegiatan ini didasarkan pada pertimbangan strategis,
termasuk kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, pemenuhan indikator pembangunan daerah, serta
keterkaitan dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

Pen5nrsunan program dan kegiatan dilakukan dengan mengacu
pada berbagai regulasi perencanaan dan penganggaran, antara lain
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Seluruh program dan
kegiatan disusun selaras dengan dokumen Rencana Pembangunal
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Adapun program dan kegiatan beserta sub kegiatan dalam
Rencana Ke{a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten hrrworejo Tahun 2026 sebagai berikut :

L

Tujuan Perangkat
Daerah

Sasaran
Perangkat Daerah

lnd ikator Target
2026

(1) (2) (3) (4)

Peningkatan penanaman
modal

Pembentukan Modal
Tetap Bruto

26 84

Meningkatkan
Akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

68,52

Meningkatnya
realisasi
penanaman modal

Realisasi
Penanaman Modal

131 ,03

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik

Nilai IKM Perangkat
Daerah

96,42

Meningkatnya
Akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP
Perangkat Daerah

68,52

30

3.3. Tr{iuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
T\rjuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo
dapat dilihat pada tabel dibawah :
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Pengarusutamaan gender merupakan rangkaial strategi untuk
mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi,
kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaal
kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan
pihak luar dan atau pihak eksternal.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten
purworejo dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2026
sudah mendukung Pengarusutamaan gender yaitu pada Program Pelayanan
Penanamal Modal pada kegiatan Pelayanan Perizinan darr Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Moda-l yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota pada sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperiainan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal

L
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BAB IV
REITCANA XERJA DAN PEIVDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.L Rekapitulrsi Rencaaa KerJa drn Peadaaaaa
Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Purworejo yang merupak€rn program prioritas dalam
RPJMD dan tugas pokok serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo yaitu :

1. Program Pengembangan Ikllm Penanaman Modal
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian
Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang menj adi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; dan Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk
pencapaian Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal
sebesar syo yang difokuskan pada penJrusunzrn regulasi
pengembangan iklim penanaman modal.

2. Program Proraorl Penanaman Modal
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian
Persentase ijin usaha dan/ atau izin komersial/ izin operasional
terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal sebesar 99,5o/o.
Pencapaian indikator program ini difokuskan pada penyusunan
Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal dan pelaksanaan
kegiatan promosi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Program ini
ditargetkan untuk pencapaian Persentase layanan perizinan sesuai
SOP (Standar Operasiona-l Pelayanan) sebesar 10O% yang
difokuskan pada penyediaan layanan perizinan sesuai SOP,
penyuluhan perizinan pada masyarakat, serta didukung dengan
penyediaan sarana dan prasar€rna pelayanan perizinan,
pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, penyediaan layanan
konsultasi dan pengaduan, serta koordinasi pemberian
fasilitas/insentif. Program ini mendukung program unggulan
Purworejo Tangkas dengan rencana implementasi Optimalisasi Mall
Pelayanan Publik sebagai pusat rujukan: Pembuatan SIM,
perpanjangan STNK, passport, event nikah gratis, taspen, dsb
dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu berperan dalam :

Penyedia sarana dan prasarana pendukung Mal Pelayanan Publik
Pengendali kegiatan operasional dimana terdapat 24 gerai
pelayanan yang terdiri dari Perangkat Daerah, Kementerian, Badan
Usaha Milik Daerah dan Unit Layanan Pendukung lainnya.
Memberikan layanan konsultasi tentang perizinan dan penanaman
modal untuk pelaku usaha dan investor yang ingin berinvestasi di
Kabupaten Purworejo.

4. Program Pengendallan Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk pencapaian
Persentase Usaha yang memenuhi Ketentuan Perizinan sebesar
100% yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatal pemantauan
pembinaan, dan pengawasan

34
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pen€rnErman modal.
5. Program Pengelolaan Data dan Slstem Informasl Penanaman

Modal
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini ditargetkan untuk
pencapaian Persentase Layanan Perizinan Terintegrasi sebesar
10O%. Pencapaial indikator program ini difolmskan pada
pengelolaan data informasi perizinan dan non perizinan serta
pemeliharaan aplikasi perizinan selama 12 bulan.

Rencana program dan pagu anggaran Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diuraikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2O26

4.2 Dukuagan terhadap llasional, Provlasl, daa Kegiatan Unggulan
Daerah

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan
nasional, provinsi, dan daerah, DPMPTSP Kabupaten Purworejo
men5rusun program dan kegiatan yang selaras dengan Program
Strategis Nasional, Prioritas Nasional, serta Program Unggulan Daerah.
Pada tingkat nasional, program yang didukung adalah Kemudahan
Perizinan Daerah, yang diimplementasikan di Kabupaten Purworejo
melalui dua program utama, yaitu: Program Pelayanan Penanaman
Modal serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal. Aktivitas pendukung yang dilaksanakan pada
tahun 2026 hingga periode 2026-2030 meliputi pelayanan perizinan
dan non perizinan secara online maupun offline (MPP dan jemput bola),
serta penyediaan data peruinan dan non perizinan. Bidang urusan
yang menaungi program tersebut adalah Penanaman Modal dengan
perangkat daerah pelaksana DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Tabel

t

NO URUSAN PROGRAM PAGU INDII(ATIF
lRp.l

PDI
KTT,

I URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PENANAMAN
MODAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.444.081.095

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

112.183.530

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

156.041.700

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

173.O13.400

PROGRAM PENGENDALI,AN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

219.68s.00O

PROGRAM PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

22.237.300

4.L27.242.O25
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Dukungan terhadap Program Strategis Nasiona-l disajikan pada tabel
4.2.1

Tabel 4.2.1 D terha am Stra s Nasiona-l

Selain mendukung program strategis nasional, DPMPISP
Kabupaten Purworejo juga berperan dalam mendukung Prioritas
Nasional 5 dan 7. Pada Prioritas Nasional 5, dukungan diwujudkan
melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan
kegiatan berupa pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
Sub kegiatan yalg dilaksanakan yaitu penyediaan peta potensi dan
peluang usaha daerah, sehingga dapat memperkuat promosi investasi
dan menarik minat investor. Program ini diarahkan untuk memperluas
akses informasi peluang investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah, serta meningkatkan daya saing Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, pada Prioritas Nasional 7 yang berfokus pada
transformasi digital layanan publik, dukungan diberikan melalui
Program Pelayanan Penanaman Moda-I. Kegiatan yang dilakukan
adalah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu
pintu di bidang penanamErn modal yang menjadi kewenangan daerah.
Sub kegiatan meliputi penyediaan pelayanan perizinan berusaha
melalui sistem perDinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi
secara elektronik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam
mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan
akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Dengan dukungan pada Prioritas Nasional 5 dan 7 ini, DPMPTSP
Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk memperkuat iklim investasi
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital,
sehingga mampu memberikan kemudahan dan kepastian bagi para
pelaku usaha. Tabel Dukungan terhadap Prioritas Utama Nasional
disajikan pada tabel 4.2.2

t

Kemudah
an
perizinar.
daerah

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN
MODAL

Pelayanan
perizinan dan
non per.tzirran
baik secara
online maupun
offline (MPP dan
iemput bola)

Penanam
an Modal

1

2 PROGRAM
PENGELOLAAN
DATA DAN
SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN
MODAL

Penyediaan data
perizinan dan
non perizinan

Penanam
an Modal
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No Prlorltes
Ilaslorral

Kegletan
P orltas
Utama

Dukungaa Program/
Kegiatan/ Sub Keglatan

pade.2o26

Btdang
Urueaa

1 Prioritas
Nasional 5

Pengembangan
Hilirisasi
Kelapa

Prograrn : Pengembangan
Iklim Penanaman Modal
Keglatan : Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
Sub Keglataa : Penyediaan
Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/ Kota

Penanam
an Modal

2 Prioritas
Nasional 7

Transformasi
digital layanan
publik prioritas

Program: Program
Pelayanan Penanaman
Modal
Keglataa: Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Keglatan: Penyediaan
Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Terintegrasi secara
Elektronik

Tabel 4.2.7 Dukungan terhadap Program Strategis Nasional

Penanam
an Modal

DPMPTSP Kabupaten Purworejo juga melaksanakan Program
Unggulan Daerah 'Rlme Paaane' yang berorientasi pada penciptaan
iklim investasi yang kondusif. Kegiatan pada tahun 2026 meliputi
penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal, sosialisasi iklim
investasi, partisipasi dan penyelenggaraan kegiatan temu usaha,
pelayanan perizinan penanzrman modal, penyusunan IPRO, serta
penyediaan data perizinan dan non perizinan. Pada periode 2026-2030,
kegiatan tersebut dilanjutkan dan diperkuat dengan pelaksanaan
evaluasi RUPM, peningkatan sosialisasi iklim investasi, serta
optimalisasi pelayanan perizinan. Tabel Dukungan terhadap Program
Unggulal Daerah disajikan pada tabel 4.2.3

l{o
Tabel 4.2.3 Dukungan terhadap Program Unggu

Attlvltas dl2o.26
lan Dae rah

Bt&ag
Uruaarl

Program
Unggulaa

Kegiataa
Unggulan

L

Penanaman
Modal

1 Rame
Pasare

Menciptakan
iklim
investasi
yang
kondusif

1. Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal (2026)
2. Sosialisasi Iklim Investasi
3. Mengikuti kegiatan temu
usaha di luar daerah
4. Menyelenggarakan temu
usaha
5. Pelayanan perizinan
penanaman modal
6. Pelayanan non perizinan
penanaman modal
7. Penyusunan IPRO
8. Penyediaan data perizinan
dan nonperizinan
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Dengan demikian, dukungan prograrn DPMPISP Kabupaten
Purworejo selaras dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan
daerah. Seluruh program dan kegiatal diarahka-n untuk memperkuat
daya tarik investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif,
meningkatkan promosi potensi daerah, serta mewujudkan pelayanan
perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital.

4.3 Iadikator KinerJa Perangkat Daerah
Berikut indikator kine{a DPMPTSP Kabupaten Purworejo pada

tahun 2026
Tabel 4.3 Indikator Kine a DPMPTSP

Tabel indikator kinerja di atas menggambarkan ukuran capaiarl
kinerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo tah:un 2026, yang terdiri atas
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat lima indikator
strategis yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan urusan
pen€rnaman modal, yaitu:
1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan target 26,84o/o,

yang mencerninkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Capaian ini menj adi ukuran sejauh mana kegiatan
penanaman modal mampu mendorong peningkatan aset tetap di
Kabupaten Purworejo.

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 68,52, sebagai
indikator akuntabilitas dan kinerja organisasi perangkat daerah.
Hal ini menunjukkan komitmen DPMPISP dalam memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Realisasi Penanaman Modal dengan target Rp131,O3 miliar, yang
menjadi indikator utama dalam mengukur daya tarik investasi serta
keberhasilan strategi promosi dan fasilitasi investasi daerah.

L

Terget
Tshun 2O26

No Indikator Satuan

Indikator KinerJa Utama (IKtIl Perargkat Daerah
26,84I Pembentukan Modal Tetap Bruto

2 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 64,52
Miliar

Rupiah
731,O27976J Realisasi Penanaman Modal

Indeks4 Nilai IKM Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunct (IKK| Perangkat Daerah
1001

92 Jumlah Kepeminatan (LOI) Angka
Angka 79Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM

1004 Persentase Jenis Data dan Informasi
Peiztnarr dan Non Perizinan yang
Disediakan

%

Persentase Pelayanan Penanaman
Modal sesuai Norma Standar Prosedur
dan Kriteria

o/o 1005

6 Persentase Pelaksaaaan Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten

Vo 100
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4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tasget 96,42, sebagai
gambaran kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan
penanzrman modal. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin
baik kualitas layanan yang diterima masyarakat maupun pelaku
usaha.

5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah kembali ditargetkan pada angka 68,52,
yang menegaskan pentingnya konsistensi dalam peningkatan sistem
akuntabilitas kineda instansi pemerintah.

Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi sebagai ukuran
operasional yang lebih teknis dalam mendukung pencapaian IKU. Beberapa
indikator kunci yang ditetapkan antara lain:

l. Persentase penyediaan informasi potensi penanatnan modal yang siap
dipublikasikan dengan target 1OO%, yang menunjukkan keterbukaan
informasi sebagai sarana promosi investasi.

2. Jumlah Kepeminatan (LOI) dengan target 9, yang mengindikasikan
minat investor terhadap peluang usaha di Kabupaten Purworejo.

3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM dengan target 79, yang
menggambarkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan realisasi
investasi.

4. Persentase data dan informasi perizinan maupun non perizinan yang
disediakan dengan target 10O%, sebagai wujud transparansi pelayanan
publik.

5. Persentase pelayanan penurnamErn modal sesuai Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dengan target 100%, yang menunjukkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku.

6. Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah
kabupaten dengan target 100%, sebagai bentuk dukungan penuh
terhadap kelancaran fungsi pemerintahan daerah.

Berdasarkan indikator tersebut, arah kine{a DPMP|SP Kabupaten Purworejo
pada tahun 2026 tidak hanya terfokus pada peningkatan nilai investasi
semata, tetapi juga menekankan pada aspek akuntabilitas, kualitas
pelayanan publik, kepatuhan regulasi, serta keterbukaan informasi. Dengan
demikian, target yang ditetapkan akan menjadi instrumen penting dalam
mewujudkan iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya tarik daerah,
dan mendukung pencapaian sasaran pembangu.nan daerah secara
berkelanjutan.
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B/TB V

PEITUTUP

Rancangan Rencana Kerja disusun sebagai dokumen
perencanaan tahunan daerah pada level Perangkat Daerah dan
disusun sebagai penjabaran Renstra perangkat daerah dan memuat
rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dikompilasi di
tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang bcrfungsi sebagai pedoman dalam
peny.usunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Purworejo ini telah disusun
seoptimal mungkin dengan mempedomani :

l. Catatan Penting
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja
DPMPISP Kabupaten Purworejo Tahun 2O26 antara lain:
a. Penyusunan RUPM pada Program Pengembangan Iklim

Penanaman Modal;
b. Pada Program Promosi Penanaman Modal terdapat kegiatan

untuk mendukung promosi penanaman modal guna menarik
minat investor untuk berinvestasi di kabupaten purworejo;

c. Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat kegiatan
Gebl'ar Pelayanan Perizinan dimana kegiatan ini sangat
memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses
pengurLr szur perizinan.

2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DPMPfSP Kabupaten
Purworejo Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penvrrsunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPISP Kabupaten
Purworejo Tahun 2o26;

3. Rencana Tindak Lanjut
Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja
DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2026 adalah perlu
dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
dokumen Renja DPMPTSP Kabupaten Puru'orejo Talun 2026 pada
akhir tahun 2026;

Keberhasilan program dan kegiatan .vang ada pada Renja
tersebut perlu didukung oleh anggaran, Sumber Daya Manusia vang
profesional dan sarana prasarana yang memadai. Scmoga Rancangan
Renja vang telah disusun dapat menjadikan pedoman dalam
pembangunan khususnya di bidang Penanaman Modal dan Pelavanan
Perizinan sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan
Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Puru,orejo.

TI RWOREJO
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